
KERANGKA  ACUAN KERJA (  KAK ) 

PERENCANAAN KEGIATAN TAHUN 2019 

Nomor : 036 /KAK/412.303/2018 

1. Nama SKPD  : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH 

2. Nama Kegiatan  : Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Umum 

 

3. Latar Belakang : 

a. Dasar Hukum : 

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir 

kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2013 s/d 2018 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bojonegoro; 

- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016; 

- Keputusan Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Rencana Strategis BPKKD 

b. Gambaran Umum : 

Agar pelaksanaan kegiatan di SKPD dapat terlaksana dengan baik maka 

proses pelayanan penerbitan SP2D oleh BUD harus tepat waktu dan  

tepat jumlah sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut 

maka dibutuhkan ketepatan dalam pengujian SP2D selain itu PPK SKPD 

harus lebih cermat dalam memverifikasi ajuan SPM dari Bendahara 

sehingga tidak terjadi kekurangan atau kesalahan berkas yang dapat 



menghambat proses penerbitan SP2D yang pada akhirnya dapat 

mengganggu proses penyerapan anggaran di SKPD.  

c. Data Dukung Rencana Kegiatan :  

 Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

beserta perubahannya 

 Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah beserta perubahannya 

 Regester Ajuan  SPM 

 Lembar Kontrol Penelitian Kelengkapan Berkas 

 SIMDA Pengelolaan Keuangan Daerah dari BPKP 

 Jumlah SP2D yang diterbitkan pada Tahun 2016 sebanyak 12.544 

4. Masalah yang ingin dipecahkan : 

- Proses penerbitan SP2D melebihi waktu 2 (dua) hari kerja sejak 

diterimanya SPM 

- Kurang cermatnya PPK SKPD dalam melaksanakan fungsi verifikasi 

sehingga menghambat proses penerbitan SP2D 

5. Harapan dan Keinginan dari Seluruh Stakeholder dan Shareholder 

(Masyarakat Sekitar) 

- Tercapainya Misi Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan 

profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik 

- Penerbitan SP2D maksimal 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM 

secara lengkap dan sah 

- PPK cermat dalam melaksanakan tugas sebagai verifikator di SKPD  

6. Tujuan Kegiatan 

- Terpenuhi kebutuhan anggaran SKPD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

- Terlaksananya Penyerapan anggaran SKPD sesuai dengan anggaran kas 

- Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 

7. Hal yang Harus Ada dan yang Tidak Boleh Ada 

a. Hal yang harus ada : 

- SIMDA Pengelolaan Keuangan Daerah yang handal 

- Blanko SP2D 



b. Hal yang tidak boleh ada : 

- Kekurangan atau kesalahan berkas ajuan SPM 

- SIMDA yang kurang mendukung 

8. Wujud konkrit kegiatan yang akan dilaksanakan 

- Melaksanakan penelitian berkas  SPM dari SKPD 

- Meregister SP2D  

- Memproses penerbitan SP2D 

- Mencocokan SP2D dengan SPM 

- Penandatanganan SP2D 

- Penyerahan  SP2D  

9. Dukungan yang diperlukan Dalam Pelaksanaan Kegiatan 

- SDM yang kompeten  

- Keputusan Penguji SP2D 

- SIMDA Pengelolaan Keuangan Daerah  

10. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 

Bulan januari sampai dengan desember 2019 

11. Dana yang dibutuhkan 

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 387.777.800,- 

 

 
Mengetahui  

Kuasa Pengguna Anggaran 
Kepala Bidang Perbendaharaan 

 
 
 

VEVI RAHMANAWATI, S.Sos. MM. 
Pembina 
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Mengetahui  
Pengguna Anggaran 
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